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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupa n Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabu=—aten Barito Timur Di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembz in Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara :publik Indonesia Nomor 4180};

Undang Undang Nomor 17 Tahun 20 3 tentang
Keuang: Negara (Lembaran Negara Republ’- Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 T¢ un 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400}; -

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4431); -

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 7204 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4456); -

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
s )
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il.

12.

13.

14.

Republik Indonesia Nomor 4438); -

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077}; .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Sakit {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5256]);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 .4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 90 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); -

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan;-

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2' 4 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lem iran Negara
Nomor 5612};
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23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

Nasional;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional; -

26, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan esehatan.

MEMUTUSKAN :

enetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PE AYANAN DI RUMAH -
SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BAD N LAYANAN UMUM
DAERAH

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

¢ u Per turan ini yang dimak ud dengan :
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau;
Bupati adalah Bupati Lamandau;
Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang selanjutnya dit igkat RSUD
Lamandau adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau.
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penyelenggaran kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada
masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.-

Jasa Medis, adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan
tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam
komponen tarif RSUD d¢ bersifat individu, meliputi dokter umum dan
spesie " i, k¢ sulen, dunter gigi, dokter tamu; -

Jasa pelayanan adalah ta bahan pendapatan bagi direktur dan seluruh
pegawai RSUD Lamandau yang diberikan atas resiko kerja dan beban kerja,
yang dananya bersumber dari komponen tarif/jasa pelayanan yang
termasuk dalam komponen tarif RSUD Lamandau.-

Jasa Pelayanan Langsung adalah jasa pelayanan yang langsung diberikan
kepada pemberi pelayanan di RSUD Lamandau..

Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah jasa pelayanan yang diberikan
kepada seluruh pegawai SUD yang diberikan atas resiko kerja, beban

kerja, dan tanggung jawab kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN -

Pasal 2

Maksud pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK BLUD

untuk :

a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang
memerlukan kebersam: n;

b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit
pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;

c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya
keterbukaan / transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan /
akuntabel,

d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan
pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung.

Trinan pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK BLUD

unti

a. meningkatkan motivasi kerja karyawan,

b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;

c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

A

L



















